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Tahun 2024 merupakan tahun kefme dari pelaksanaan Rencana Straltegis
Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana dialur dalam Peratursn
Kejoksasn Republk Indonesia Nemor 12 tahun 2020, Berdasarkan Rencana Strategis
dimaksud, capaian kinerja Kejakssan diukur dan 6 (enam) Sasaran Strategis dan 10 (sepuluh)
Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Khusus pada tingkat Kejaksaan Neger pada tahun 2024
capaian kinerja diukur dan 3 (iga) Sasaran Strategis yang terdirl dari 5 (lima) indikator kinetja
sasaran strateqis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kojaksaan Negeri Lampung Utara
Tahun 2024, dengan capaian pada Triwulan IV tahun 2024 sebagai barikul .

HO. | SASASARAN STRATEGIS TARGET @ CAPAIAN | TERHADAP
TARGET
1. | Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak
Pidana Korupsl. ___ B |
K11 | Persenioss Kegatan yang BO % 237T% 205%
Mendukung Pencegahan  Tindak
Pidana Korupsl
2. | Meningkatnya Kaberhasilan Penyslesaian Tindak Pidana
K21 | Persentase Penyelesaian Perkara 90 % 113,32% 125%
Tindak Fidena Umum  yang
memparoleh Kehuatan Hukum Tetap
dan deksekusi
IK.2.2 | Parsentase Penyelersamn Perkara B0 % 104% 130%
Tindak Pidana Khasss yang
meamparclah Kekuatan Hukum tetap ‘
darn dieksakus:
3. | Meningkatnya Pengambaiian Aset dan Korugian Negara.
K31 |Pesentase Penyelamatan  dan| T6% 108 % 144%
Pengembalian  Keruglan Megars |
Melaiul jalur Piadsng 1
K32 | Persentase  Penyslamatan  dan TE% | 103% 137%

pengembaiian  Keruglan  Megam
mielalul jaiur Perdata
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Capaian kinerfa Kejsksaan Negari Lampung Utara Triwulan IV tahun 2024
tersebut d atas dapai diuralkan sebagal berikul :

Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana
Korupsi,

1.1.1. Persentase Lembaga/Pihak yang diberikan penywiuhan dan panerangan
hukum.

Parsantase Lembaga/pihak yang diberi penyuluban hukum digkur
dengan menggunakan formulasi sebagai beriku

a. Capatan kinerfa penyuluhan hukum {Jaksa Masuk Sekolah) dapat dihitung
dengan formulasi sebagal berikut

Jdurniah pihak/audiens yang diban
Pemyuluhan hukum (MS)

374 audiens

Targe! pihakfaudens yang diber
Penyuluhan hukum (JMS)
200 audiens

¥ 100 = 187%

b. Capaian kinera penyuluhan hukum (Jaksa Menyapa) dapat dihitung dengan
formulasi sebagai batikul
Jumish kegiatan Panyuiuhan hukum {JM)
Yang dilaksanakan
4 Kogiatan

Tangat Penyulufian hukum (M)
4 Megfatan

X 100 = 100%

Rata-rata capaian Penyuluhan Hukum dapat dihilung sebagai berikut :
Luhkum (JMS) + Lubkum [ JM)
187 % + 100%
=143,5%
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¢, Persentase Lembaga/pihak yang diberi penerangan hukum diukur dengan
menggunakan formulasi sebagal berikul .
Jumlah Lembaga yang lelah dibar
Penerangar Hukim
1 Lembaga

Targat Lambaga yang akan diber
Pengrangan Hukum
1 Lembaga

x 100 = 7100 %

Rata-rata capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum dapat
dihitung sabagai barikut :
143,5% + 100%

=121,75 %
2
Capatan kinarja il terhadap indikator Persentase Lembaga/pihak yang
diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah sebesar 121,75 %, apabila
dibandingkan dengan larget Paranjian Kinerja (Kasi Intalgen) Tahun 2024 yaitu
sebesar 80 % maks tercapal sebesar 135 % darl targst yang ditetapkan

1.1.2. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan’ Fonggalangan
(LIDPAMGAL) df Kejaksaan Tinggl dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksean
Negeri

Adapun Rekapitulasi kegiatan Operasi Inteljen Penyelidikan/
Fengamanan/ Penggalangan pada triwulan |V Tahun 2024 psda Kejaksaan
Negeri Lampung Utara adalah sebagai beriut

Jurniah Laporan keglatan Operasi Intelifen (LID/PAM/GAL)
Yang diselesaikan
26 Laporan

Sprint kegiatan Operasi Infeliien (LidFam/gal)
Yang diterbitkan
26 Sprint
Berdasarkan uraian fersebul di atas maka Capaian Kinera ril terhadap
indikalor Parsenlase Pelaksapsan Penyelidikany Pengamanan/ Penggaiangan
(LIDPAMGAL) of Kejaksaan Neger Lampung Utara yaitu sebesar 100 %, apabila

¥ 100 = 100 %
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dibandingkan dengan target Peranjian Kinera (Kasi Intelijen) Tahun 2024 yaitu
sebesar 100 % maka larcapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

1.1.3. Parsontase Pelaksanaan Pengawsasan Aliran Kepercayasn Masyarakat
{PAKEM) di Kejaksaan Tinggl dan Kejakeaan Noegori'Cabang Kejaksaan Negeri
Parsentase Palaksanaan Pangawasan Alllan Kepercayaan Masyarakal
(PAKEM) di Kejaksaan Megeri Lampung Utara dapat dikur dengan formulasi
sebagal berikul :

Juimiah Leporan PAKEM
vang diselesalkan lapal wakiu
1 Laporan

Jumiah Surat Perintah FAKEM
yang ditarbitkan
1 Sprint

x 100 = 100 %

Capatan kinarfa riil terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Pengawasan
Aliran Kepercayssn Mesysrakal (PAKEM) di Kejakssan Kejaksaan Negorl
Lampung Utara pada triwulan IV tahun 2024 adslah sebesar 0%, spabils
dibandingkan dengan target Peranjian Kinera (Kasi Intelijen) Tahun 2024 yaitu
sebesar 70 % maka lercapal sebesar 142 % darl target yang ditetapkan.

1.1.4. Jumiah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan
hukum lainnya.
Capalan kinera |Indikator kinerja kegiatan Pertimbangan Hukum,
pelayanan hukum dan tindakan hukum lain dapat dihitung sebagai berikut ;

Jumiah Kegiatan Partimbangan Hukum,
Pelayanan hikn dan Hndakan hukum lain
92 kegiatan

Target Kegiatan Pertimbangan Hukim,
Pelayanan hukun dan Kndakan hukim fam
19 kegintan

700 =

Capalan kinerja 1l  terhadap indikator Jumiah kegiafan
pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum falnnya
sdatah sabesar 454,21%, apabila dibandingkan dengan target Penanjan Kinera
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(Kan Dalun) Tahun 2024 yvaitu sebasar B % maka ftercapai sebesar 569 % darl
target yang diletapkan.

Berdasarkan urainan Capaian Indikator Kinerja Sesaran Sirategks 1.1
Persanlase Kegiatan yang meandukung upaya pencegahan korupsi dapal dihitung
dari rata-rata persentase Indikator Kinerja Program (IKP) adalah sebagai barikut .

Indikator Kinerja indikator Kinerja | Target | Capaian | Capalan
Sasaran Siralegis Program PK Riit Kinerja
Tahuii Program
| 2024 terhadap
Target PK
2.1 Parsentase | 2.1.1. Parsantase 90% 121,75 136%
Hegiatan yang | Lembaga/Fihak yang
mendukung upaya | Diberi Penyuluhan dan
pencegahan Penerangan Hukum
Kopai 212 Persentase | 100% | 100% 100%
Pelaksanaan
Panyslidikan/
Pengamanan/
Penggalangan |
{LIDPAMGAL) di |
Kejaksaan Tinggl dan
Kejaksaan
Negeri/Cabang
Kejaksaan Neger
233 Persenlase To% 100% 142%
Pelaksanaan

Fengawasgan Aliran |

Kepercayaan
Masyarskat (PAKEM)
di Kejaksaan Tinggi

dan Kejaksaan
Neger/Cabang
Kejaksaan Negerl

214 Jumiah Kegiatan | 85% | 4B4.21% 565%
Pertimbangan Hukum),
Pelayenan Hukum dan
Tindakan Hukum Lain

Rata-rata Capaian 23T%

Berdasarkan capaian Indikator kinerja program fersebut di stas, maka
capaian target lerhadap PK unluk Indikator Sasaran Slralegis 1.7 Persentase
Kegiatan Yamg Mendukung Upaye Pencegahan Korupsi, dapat dihitung dengan
lormilasi sebagai barikut :
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Rats-rata Capaion Indikator Kinerja Program
237T%

x 100 = 205%

;;;gﬂﬂumﬂ {Hepala Kajaksaan Negeri)

Sasaran Strategis 2 ;| Meningkatnys Keberifrasilan Penyelesaian Tindak

Pidana
Sasaran Strafegis 2 diukur berdasarkan 2 Indkator Kinefga Sasaran
Strategis yang dapsl diuralkan sebagai barikut -
3.1 Persentase Penyelesalan Perkara Tindak Pidana Umum yang Mempercleh
Kekustan Hukum Tetap dan Dieksokusi
3.1.1. Perseniase perkara yang diselesaiken berdasarken Keadilan
Restoratif
Dapat dihitung sebagai berkut
Jumish parkarng yang barhasil disolesaikan
Melalul keadilan restorative berdasarkan

Peraturan parundang-undangan
16 parkara

Jumiah perkars yang divsalican mekain

Keadiian restoralil berdasarkan

Feraturan perundaing-undangan

18 parkara

Capaian kinerja il terhadap indikator Persgnlase Perkara yang diselesaikan
berdasarkan keadilan restoratit adalah 88,88 % apabila dibandingkan dengan target
PR (Kani Pudum ) Tahun 2024 yaitu 700%, maka lercapal sebesar 88,8806 dari targel

yang ditetapkan

x 100 = 88,88%
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3.1.2. Persantase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga pra

penuniutan

1). SPDP
Dihitung dengan formulasi sebagal berikut.

Jumiah Surat Perintah Dirmulaiya
Panyidikan (SPDP) vang diselesalkan
328 perkara

Jumiah Surat Penntah Dimulaiya
Panyldikan (SPDP) yang diterima
361 parkara

X 100 =980,85 %

2). Perkara Tahap | (Tahap Pra Penuntutan)

Dihitung dengan formulasi sebaoai berikut:

Jumiah Perkara yang berhasi di selesaikan
hingga tahap Fra Penuniutan
355 porkara

Jumiah perkara yang dilangani
Tahap Pra Penuntulan
480 perkara

x 100 = 73,95 %

Pementase perkara lindak pidana umum yang diproses hingga pra penuniutan
dihitung dan rata-rata sebagai benkut :

Panyelesaian SFDP + Penyelesaian Tahap |
9085% + T39E8%

=824 %
F

Capaian kinerga riil terhadap Indikator Persentess perkara (indak pidana
umum yang dipmses hinggs pra penunfufen yaitu 824 %, apabia dibandingkan
dengan target Perjanjian Kinera (Kas Pioum) Tahun 2024 yaitu sebesar 100 % maka
tercapal sebesar 82,4 % dari target yang ditetapkan.
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3.1.3. Perseniase perkara Tindak Pidana Umum yang diproses hingga

Penuntutan

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Jurnlah perkara yang berhasi diselesaikan
hingga panuntutan
285 perkara

Jurntah perkara ditangari
265 porkara

X 10 = 700 %

Capaian Kinerja Riil lerhadap Indikator Persenlase perkara Tindak Pidana
Limum yang diproses hingga Penuntiulan yaitu 100% apabila dibandingkan dengan
target Paranjian Kineta (Kasl Pidum) Tahun 2024 yaitu sebasar 100% maka tercapai
sobesar 7100% dan target yang ditetapkan.

3.1.4. Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang berkekuatan hukum tetap
finkracht van gewisfdezaak) pada peradilan tingkat pertama dan telah
dieksekiusi

Perseniase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tet@p (inkrachi
van gewisjdaraak) pada peradilan Tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung
dengan rata-rata ssbagal benkut

Eksekusi Terpidana + Eksekusi Barang Bukti

186 + 168
=182%

Capalan indlkator kinerja strategis 2.1, Persentase Penyelesaian Perkara
Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi
dapat dihitung darl rata-rata capalan indikator kinerja sebagai berlkut:

indlkator Kinaria Triwulan [V Tahun 2024
Sasaran Sirategls Indikator Kinerja Target PK | Capaian Capalan
Program Targat PK.
A Parsartase | 3.1.1 Persentsse perkara | 100% BE.80% BB EE% |
Panyaiesaian yang diselesaikan
| Pedwarm Tindak | bardasasan Keadian
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Pidena Lmum yang | Restorail o wilayah fukum [ |
Wamporaieh | Kajaksasn Tinggl
Kotuglon  Hukum | o ersentass perkas 100% B2 4% BLA%
r!npdnnnumu Ries ki it
m'“m;"“ dproses  hingga  pra |
. pennbiian .

313 Fersenssa perkama 100% 100% 100%

tindak pidena umum yang
dproses hingge
penuniutan

314, Persorione peckara | 100 % qE2% 103%
Tindak Pidana Limism yang
berkelusian hukum fstap
[inkracht van
gewistiozaak) pada
peradilan fingkat pertama
dan (elah deksakus &
wilayah hukurn Keyaksasan

Rata-rata Persentase Penyebimaian 11503 %

Adapun trend capaian kinera Indikator Kinefja Sasaran Strategis 2.1
Persantase Panyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan
Hukum Tetap dan dieksekusl adalah sabagal berikut :

w100 = 125% |
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2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang
memperoleh kekuatan Hukum tetap dan dieksekus|

2.2.1. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat terkait tindak
pidana korupsi dan TPPU
Dapat dihitung sebagai berikut :

Jurnialh Panyelasaian Laporan Pengaduan
Masyaraxal tarkanl dugaan tindak pidana
Kovupsi dan TPPU

5 lapdu

Jurnlah Laporsn Pengaduan Masyaratn!
Fada fafiun bavalan
5 lapdu

x 100= 100 %

Capaian Kineda rill terhadap Indikator persentgse lindak lanjul laporan
pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPL pada wilayah
hukum Kejaksaan Negeri Lampung Utara adalah 100% apabila dibandingkan
dengan larget Pafjanjian Kinsdja (Kaszl Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar B0% maka
temapai sebesar 125% dari tamget yang ditetapkan

2.2.2 Porsentase perkara tindak pidana kerupsi dan TPPU yang diselesaikan
pada tahap penyelidikan
Dapat dihitung sebagai berkut :

Jumiah perkara lindak pidana korupsi dan TPPU

yang berhas! diselesalkan pada tahap penyelidikan
2 Parkars

x 100 = 100%
Jurnlah perkara lindak pidana korups dan TPPLU
-ror i

Capaian kinerja rill terhadap Indikator Persentase perkara tindak pidana
korpsi dan TPPLU yang diselesaikan pada tabop panyolidikan di wilayah hukum
Kejaksaan Meger Lampung Uiara adalah 100%, apabila dibandingkan dengan target
Perjanjian Kinerja (Kasi Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar 100% maka tercapai
sebesar 100% dari targel yang ditetapksn,

11
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2.2.3. Persentass Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan
pada tahap Penyidikan
Capaian kinerja tersebul dapat dihitung dengan formulasi sebagal berikut -
Jumiah perkara tindak pidana Korugst dan TRPPL
Yang barfiasi diselesalkan pada tahap penyidican
2 perkara
Jumiah perkarm tindek pidana korupsi dan TRPPU
pada fahap penyidikan pada lahun berjalan
2 parkara

x 100 = 100 %

Capaian Kinarja riil terhadap Indikator Persentase perkara tindak pidana
korupsi dan TPPL di wilayah hukum Kejokssan Neger Lampung Usm yang
diselesaikan pada tahap penyidikan yaitu 100%, apabila dibandingkan dengan target
Perjanjian Kinerja (Kas Fidsus) Tahun 2024 yailu sebesar 100% maka tercapai
sebesal 100% dar large! yang diletapkan

1.2.4. Persantase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan

pada tahap pra panuntutan
Capaian kinerja dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berkuf :

Jumniah perkara tindak pidama korupsi
dan TRPU Yang bemasi disefesaikan
pada tahap Pra Penuntufan

& perkara

Jumilal parkara ndak pidana korupsi dan TPPU
pada tatap pra pansuntutan pads tahun begalan
& perkara

X 100= 100%

Capatan kinerja nil lerhadap Indikator Persentase perkera findak pidang
korupsi dan TPPU di wilayah hukum Kejaksasn Neger Lampung Utara yang
dizelesaikan pada tahap Pra Peruntufan yaitu 100%, apabila dibandingkan dengan
largedl Pedanjian Kinena (Kas Piosus) Tahun 2024 yvailu sebesar T00% maka
tareapal sabesar 100% darl 1arget yang dilstapkan
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2.2.5. Persentasa Porkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan
pada tahap Penuntutan
Capailan kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagal berikut ©

Jumiah perkara tindak pidana korupsi
dan TPPU Yang berhasi diselesaikan
pada tahap Penuniuten

10 perkara

Jumilah perkara tindak pidana korups
dan TPPU pada tahap Penuniutan

pada tahun begalan
10 perkara

X100 = 100%

Capaian kinerja rill terhadap Indikator Persentase perkara tindak pidans
korups! dan TPPU di wilayah hukum Kejsksaan Negerl Lampung Utara yang
diselesaian pada lahap Penuntutan yaitu 100% apabila dibandingkan dengan
target Parjanjian Kinera (Masl Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar 100% maks
lercapal sebesar 100% dari targel yang ditetapkan.

2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang telah
dieksekusi
Capaian kinarja terssbul dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagal benkut ;

a. Eksekusi Badan (terpldana)
Jumiah Terpidana tindak pidana kKoripsi
dan TPPU Yang berhasil dieksekusi
6 terpidana

Jumiah Terpidana tindak pidena korupsi
dan TPPU Yang Perkaranya telah
bervetuatan fukum tetap

& terpidana

x 100 = 100%

b. Eksekusi Barang Rampasan

Jumilah barang rampasan findak pidana korups!

dan TRPU Yang berhasll dioksakual

3 Jenis

x 100= 100%
Jumiah barmng rmmpasan findok pedana korups

dan TPPLI Yang Parkaranya frelah

berkekuatan hukum etap

3 jonis

13
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Fersantase perkara findak pidana korupsi dan TPPU yvang berkakuatan
hukum tetap (Inkrachl van gewisjdezaak) pada peradilan Tingkat perlama dan
telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagal berikut |

Eksekusi Terpidana + Eksakusi Barang Bukh

100 % + 100 %

2

Capaian kinerja il terhadap Indikator Persenfase perkars findak pidana
karupsi dan TPPU yang telah disksekusi yaitu 100%, apabila dibandingkan dengan
targat Perjanjian Kinerja (Kasl Pidsus) Tahun 2024 yaitu sebesar 100% maka tercapal
sebasar 100% dar target yang ditetapkan

2.2.7. Persontase parkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukal dan pajak)
dan TPPU yang diselesaikan pada tahap Pra penuntutan,
Capailan kinefja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagal barikut |

durriieh perkars findak pidana khusas lainnys
{kepabeanan, cukai dan pajak) dean TPPLU Yang
berhasil diselesatkan pada lahap Pra Penunfutan
0 perkara

Jumiah parkara tindak pidana khusus lainnya
(kepabeanan, cukal dan pajak) dan TEEL
pada takap pro pemuntutan

0 parkara

¥100= =

Bahwa sampal dengan triwulan IV tahun 2024 belum lerdapat perkara
tindak pidana khusus (kepabeanan, cukal, dan pajak) dan TPPU dalam tahap pra
penuntutan yang ditangani oleh Kelaksaan Neger Lampung Uara

14
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2.2.8. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabsanan, cukai, dan pajak)
dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan
Capaian kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagal benkut |

Jumiah parkara tindak pidana kfiusus
Lainnya (kepabeanan, cukal, dan pajak)
dan TPPU Yang barhasil diselesaikan
pada tahap Penuntutan

0 parkara

Jumilah parkara tindak pidana khiisis
Lainnya (kepabeanan, cukni, dan pajak)
dan TPPU pada tohap Penuntutan

@ parkars

x 100 = 0%

Capaian kinerja ril terhadap Indikator Persentase parkara tindak pidana
khusus (Kepabeansan, Cukal dan Pajak) dan TPPLU yang diselesaikan pada talhap
Penuntutan yaitu 0%, apabila dibandingkan dengan target Perjanjlan Kinera (Kasi
Pidsus) Tahun 2024 yailu sabesar 100% maka tercapal sebesar 0% dan target yang
ditetapkan.

2.2.9. Porsentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukal dan pajak)
dan TPPU yang tefah dieksekusi
Gapalan kinerja tersebut dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagal berikut

a. Eksekusi Badan (terpidana)

Capaian kinerja Persentase perkara findak pidana khusus (kepabeanan,
cukai dan pajak) dan TPPU yang telah disksakusi dapat dihifung berdasarkan

formulasi sebagai benkut ©

Jurmish Terpidana tindak pidana khisus
Iainnya (kepabeanan, cukal dan pajak)
dan TPPU Yang berhasil dieksakus]

0 terpidana

Jumiah Terpidana tindak pidana khwsus
lainnya (kepabeanan, cuksi dan pajak)
dan TFPU Yang Perkaranya telah
berkekuatan hukiin elap

0 terpiclana

x 100 = -

Bahwa sampal dengan triwulan IV Tahun 2024 belum terdapat terpidana
yang harus dilakukan eksekusi oleh Kejaksaan Neger Lampung Wara

15
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b. Eksokusi Barang Rampasan

Jumiah barang rampasan tindak pidana khusus
faimnya (kepsbeanan, cukal dan pajak]
dan TPPU Yang berhasi dieksekusi

0 Jenis

A

x100= 0%
Jumigh barang rampasan findak pidana khusus
lfainnya (kepabeanan, cukal dan pajak)
dan TPPL Yang berhasil dieksekusi

0 jenis

melayani
bangsa

Persentase perkara ftindak pidana Tindak Pidana Khusus Lainnya
(kepabeansan, cukai dan pajak) dan TPPL yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht
van gewisjderask) pada peradilan Tingkat pertama dan lelah disksekusi dibilung
dengan rata-rata sebagai berikut :

Eksekus| Terpidana + Eksakusi Barang Buidi

= 4 =

Capaian kinera ril terhadap Indikastor Persenlase perkara tindak pidans
khusus (Kepabeanaan, Cuksl dan Pajak) dan TPPU yang tefah dieksekisi yailu 0%,
apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja (Kasl Pidsus) Tahun 2024 yailtu
sebesar 100% maka tercapal sebesar 0% dari target yang ditetapkan

Berdasarkan urgian fersebut di atas, maka capalan Indikator kinega 2.2
persentasa perkara lindak pidana khusus yang memperoleh kekuatan hukum fetap dan
disksakusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut ©

indikator Sasaran indikator Hinerja Tl;r Triwuian il
Kinerja Program Program Ca[alan
Strategls 024 Kinarja Kinarja
Rill Terhadap
Target PK
23 Persentase | Meningkatrya 271 Pormantase tindak | BO% 100% 125%
Prryalesaian ponyelesaun iengiel Inporan pangaduan
Perars  Tnclak | pERSnRGENN maayarakal terkall bndak
Pidana Khuses | perkarn  Tindak | pidana korupsi dan TPPU i
yang Pidara  Korupsi | 3373 Persentasspeckara | 100 % | 100%
Momparalsh dun Tindak Pidans | fncgk pidana konps| dan i
Hekustan Pencucian Uang | TPPU yang disalesaikan
Hukurm  Tetap | [TPPU) BaCAm ta -
dan Digksekus! | frandsparan, 223 Parsersase | 100 % | 100% 100%
o wilayah | akurisbel © dan | perkars Tindask Pidang
Paseum profesional Korupsi dan TRPPU yang
giselesakan pada Tahap
Framyidikan




V g e hungsu
Hajaksaan N 174 Persentase | 100% | 100% 100%
s Pethin Tindah  Prduna

.48 Peseniase | 100% | 100% Ti00%

telah disksekusl
Meninghming e 227 Persentase parkara | 100% =
Prenyelesaist timdak pidana  khusus
Pena [kepabesnan. cukai dan

Sulirwast disglesaikan pada i@hap
Tanggars  $ecam | penuniutan
Tranogaadn, 2208 Persentnse perkam | 100 % 50.6% 0
Akuntabed  dan | findak  pidana  khusus
Professonsl (xepabsanan, cukai dan
payEs) dan TPPU yang
1elah dieksakusi,

|
Rata-rata parsaniasa | 104,16%

Adapun capalan kinerja Indikator Sasaran Simtegis 2.2 Persantase
Panyalesaian Parkara Tindak Pidana Khusus yang mamperoleh kekuatan hukum tetap
dan dinksekusi adalah ssbagal berkul

. > % 104, 16% 104,16

x 100 = 130%
80 ; |

ir




Pasy TRAPSUA L 4 A
g G- BerAKHLAK #meluyﬂni

Capatan Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian
Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Lampung Utara adalah 111%
diukur dari rata-rata persentase indikator kinerja strategis 3.1 dan 3.2 sebagal berikut :

| 31, Parsentase Penyelesaian Perkara | 3.2 Persentase Penyelessian Perkara |
Tindak  Pidana uﬂiﬂu T‘ﬂl‘lﬂ Tindak Pidana WKhusus yang
Memparolsh Kekuatan m Telap Mempercieh  Kekuatan  Hukum
dan Dh‘lﬂ-ﬂ'_ﬂlﬂ‘* di wilayah hukum Tetap EI’! Dieksekusl di witayah
Fijassaan Tingg hukum Kejaksaan Tinggi.

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian
Negara.

3.1 Porsontaso Penyolamatan dan Pongembalian Kerugian Negara Melalul jalur
Piadana

3.1.7 Parsantase penyalasaian panyelamatan aset negors
Capaian kinera dapat dihitung sebagai berikut

Jumiah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan
melalul lefang, Penatapan Status Penggunaan (PSF),
hibah dan lainnya

Rp 411.043.000,-

¥ 100 = 100%
Jumiah banda sitaan dan barang rampasan melalul lafang,
Penetapan Stalus Penggunaan (PSF), hitah dan

lsinmya yang ditangani
Rp. 411.043.000,-
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Capaian kinerja 1l terhadap indikator Persantase penyalesaian panyelamatan
asel negara adatah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja
(Kasl PABER) Tahun 2024 yaitu B0% maka tercapal sebesar 125% dari target yang
ditetapkan, yaitu sebagal berikul.

3.1.2 Parsentase penyelesaian pamulihan asel negara

Persaniasa penyelesaian pemulihan asel negara divkur dengan

menggunakan formulas|
No. Kat Nilai (Rp) %
1. | Jumiahinilal barang rampasan, sita Rp 411.043.000
eksekusi dan asel yang berhasi

dilaksanakan lelang dari hasil
penelusuran  dan  pengamanan
assel dalam rangka pemenuhan
uang pengpantidenda, pidana
tambahan lainnya pendampingan
Kemanlaran Lembaga, bnins
| negara.
Nilasi barang rampasan, sila Ap2.080.843.500,- | 100%
kol g dan asat hasil
penelusuran  dan  pengamanan
aset yang ditangani dalam rangka
pembayaran uang
panpganti denda, pidana
tambahan lainnya pendampingan
| Kemenlernan  Lembaga, linlas

negara

2 Milai yang diselorkan ke kas Rp 411.043.000 | 100%
negara dari  hasil dilaksanakan
lelang dalam rangka
pembayaran  uang pengganti,
denda, pidana  ftambahan
lainnya, pendampingan

Kementerian Lambags. linas

Nilai aset yang dilaksanakan RpZ.080.443,500,-
lelang dotam rengha
pembayaran  uang  panggant,
denda, pidana  tambahan

lsinnya, pendampingan
Kementerian Lembaga, linas
negara.
3 | Nia barang rampasan, sia | Rp411.043.000  100%

eksekusi dan assl yang
dizetorkan ke kas negara dan
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kas daerah dan  yang
dimanfaatkan penetapan status
penggunaan dalam  rangka
pemenuhan uang pangganti,
denda pidana tambahan lainnya
Nilai uang penggant, denda, Rp2.080.443.500,-
pidana tambahan lainnya
berdasarkan putusan pengadilan
yang inkracht van gowisjderaak
uang masih memiliki hak tagih.

Rata-rata Porsontase 100%

Capamn kinega nll ferhadap indikator Persentase penyelasaian
pemulihan asel negara adaish 100% apabila dibandingkan demgan target
Paranjian Kinerja (Kasi PIBR) Tahun 2024 yaitu 85% maka tercapal sebesar
128% dari target yang ditetapkan.

3.1.3 Persentase pengembalian kerugfan keuangan negara melalul falur
pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan
menggunakan formulast sabagai berikut |

Jumleh pengembalian kerugian keuangan
Negara berdasarkan putusan pengadilan
Yang teieh disksakusi
Rp. 2.080.443.500,-

Jumiah pangambalian kerugian keuangan
Negara berdasarkan pufusan pangadilan
Yeng leleh berkekuatan hukium

Rp. 2.080,443 500, -

x 100 = 100%
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Rekapitulasi pangembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana

khusus percde triwulan IV tehun 2024 Kejaksaan Negen Lampung Utara sabagai

berikut;
Jonis Pengembalian Jumiah Jumiah Kerugian | Persentase
Kerugian Keuangan berdasarkan Keuangan Megara
Negara Putusan yang Berhasil
Pengadilan Dikembalikan (Rp)
berkekuatan hukum
tetap (Rp)
Barang Rampasan Rp 411.043.000 Ap 411.043.000 | 100%
Uang Sitaan : i
Denda : 0%
Unng Panggant Rp 2.080.443.500,- Rp 2.080.443.500,- 100%
Jumiah Rp 2.491.456.500,- 100%

Berdasarkan uralan lersebul di atas, maka capaian indikator kinesja il
tarhadap indikator Persentase pengambalian kerugian keuangan negara melalui
jalur pidana khusus yaitu sebesar 700%, apabila dibandingkan dengan target PK
(Kasl Pueus) @hun 2024 yaitu sebasar 70% maka tercapal gabesar 100% dan

largel yang ditetapkan

Berdasarkan uraian tersebul di atas, maks capaian Indikator kinags 3.1
perseniase Penyalamalan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalul
jalur pidana dapat dihltung dan rala-rata persentase capaian program sebagal

beribout -
Indbkator Basaran indikator Kinarja Target Triwulan vV
Kinerja Program Program PR Capalan
Strategis Tahun Kinerja
2024 Terhadag
Target PK__
41, Meningkatnya | 4.1.1 Parsentasa | B0 % 100% 128%
Parsgntass penyelesaian | panyelesaian
Penyelamatan | penyelamatan | penyelamatsn st
dan dan pemulthan | negans
Pengembalian | asst 1 -
Kanagisn FEE-3 Porsertass | 75 % 100% 100%
Keuangan penyuhasalan
Magara melalw asel negans
jalur pidana
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Meningkatnya | €113 Pormentase | 70 % A% 100%
Plainyeisdin pengembalian  heugian
Pananganan keusngan negara melsiu
Perkam Tindak | jolur pidena khusue
Pidane Khusus
[Kepabeaan,
Culkal dan
Pajok} dan
TPPU sacars
Tranaparsn.
Ahuntabal dan |
Profesional | |
__Ruta-rata perssntass 108.33% |

Capaian kinsrja il ferhadap indikator Persentase Penyelamatan dan Pengembalian
Keruglan Megara melalul jalur pidana adalah 108,33% , apabila dibandingkan
dengan target kinerja datam Pesanjian Kinerja (Kajan) tahun 2024 yaitu sebesar
785%, maka tercapai sabesar 144, 44% dari target yang ditetapkan.

3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalul Jalur Perdata
di wilayah hukum Kejaksaan Megeri Lampung Utara
3.2.1 Parsentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigas!
Capaian kinerja dapat dihitung sabagai berikut;
Jurrilah parkara perdata mealalul jalur tigas!

yany berhaszil diselesalkan
0 perkara

dumiah parkara perdata yang ditangani melalil
fahir Ktigaki pads tahun bagalan
0 perkara

x 100 = 0%

Capafan kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani
melalui falur litigasi adalah 0% apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024
yailu 60% maka tercapai sabesar 0% dar larget yang ditetapkan.

3.2.2 Porsentase perkara perdata yang ditangani melalui falur non litigasi
Capaian kinerja dapat dihitung sebagai berikut

Jumiah perkara perdala mebaiu @i non litigasi
yang berhasi diseiosaikan
37 parkara

Jumiah perkara perdata yang ditangani melaiul
Jjaliir non itigasi pads fahin barjatan
41 porkara

x 100 = 90,24%
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Capaian kinerja riil terhadap indikator parkara perdata yang ditangani maladui
jalur non litigasi adalah 90, 24% apabila dibandingkan dengan larget PK (Kas| Datun)
Tahun 2024 yailu 85% maka tercapai sebesar 706% dari larget yang ditelapkan

3.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
Capaian kinerja dapat dibitung sebagai berikut

Jumiah perkara TUN melalul jalur fitigasi

pang barhasil diselesaikan

0 perkara

Jurmilah parkara TUN melalul falur itigasi
0 perkara

x100 =0

Sampal dengan triwulan IV belum terdapal perkara TUN melalul jalur litigasi
yang ditangani oleh Kejaksaan Meger Lampung Utara

3.2 4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Penyelamatan =
Keuangan Balum
Il
MNegara
penyalamatan
k=uangan
negara s.d
TW IV
Pemulihan Rp. 2717368205 | Rp 2223133 524 42 1228%
Keuangan
Negara
Rata-rata Persantase ; B 122%

Capaian kinera rill terhadap indikstor persentase pengembalian kenugian keuangan
negara melalui jalur perdata adalah 122% apabila dibandingkan dengan targst PK
(Kasi Datun) Tahun 2024 yaiu 80% maka tercapai sebesar 203,33% dari target
yang ditetapkan:

i3
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Bardasarkan ursian tersebut di stas, maks capalan Indikator Kinerja
Sirategis (IKS) 3.2 . Persentase Penyslamatan dan Pengembalian Kerugian Negara
mdalul Jalur Perdata di wilayah hukum Kegaksaan Tinggl dapat dihitung berdasarkan
rata-rala parsentase capaian indikator kinera program-program sebagai berikut ©

47 Pemsentsss | Memngkitnys | 421  Pemantass | £0% o o
Panyeiamatan dan | kebehasilan peRarn perdats yang
Pangembalian panyeEsaian dtungani melalui jalur |
st Jaiue | dan Taia Usahs [ 422 Pemaniass | g5 % | G0.24% | 108%

Bercintn Al wilsyah | Negarg peara perdate yang
hukiam,  Kepaisaan ditangani melsha mhor
Tingigi nan Itigasi.

423  Pomentase | 50% . ;
| parkara  TUN yang
ditangani melahul e

fitigas]
Meninghatrya 4.24 Persantase | G0N 122% | 203.33%
pengembalian pengambalan
kerugian koruggan  kosangan
keuangan negara melalui el
negars  melaiul | perdats
| juhr perdata -

Adapun capaian kiners indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase
Penyelamatan dan FPengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata adaktah
aebagal barikut

103,11
——x 100 = 137T%
75
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Berdasarkan uraian tarsebut di alas, maka capaian Sasaran Strategis 3

: Meningkatkan Pengemballan Aset dan Keruglan Negara adalsh 1375 diukur
dari rata-rata persentase Indikator Kinerja Strategls 3 1 dan 3.2 ssbagal bankut

3.1. Persentase Penyelamatan dan |
Pengembalian
melatui Jalur Pidana di wilayah
hukum Kejaksaan Tinggi.

2 Persentase Penyelamatan
Kerugian Negara dan Pengembalian  Kerugian
Negara melaiui Jalur Perdata di
wilayah hulkum Kejaksaan Tinggh
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Kejaksaan merupakan Lembaga pemerinizhan yang fungsinys berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang
penuntutan serts kewsnangan lain berdasarkan undang-undang. Sabagai Lembaga
pemerniahan, Kejaksaan memiiki komitmen penuh untuk melaksanakan sasaran
Fembangunan |angka menengah dalam RPJMN 2020-2024 berdasarkan pada Visi
Fresiden dan Wakil Presiden Republik Indonesta, yaitu : * Tenwijudnya Indonesis Maju
yang Berdaulat, Mandir, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong "

Visi ini diwujudikan mealalui 9 misi, yang lebih dikenal dengan istitlah Nawacita
Kedua yang diterjemahkan menjadi 7 Agenda Pembangunan, termasuk memperkuat
wtabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Setain itu, RPJMN jugs
mengharusutamakan 17 tujean Sustainable Developmen! Goals (SDGs) yang
tergabung dalam 4 pilar, salah satunya adalah pembangunan hukum dan tata kelola.
Dengan damikian, pencapatan tujuan SDGs merupakar bagian integral dan 7 agenda
pambangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Kejaksaan merupakan pemegang
asas dominus litis, yang menempatkan para jaksa sebagal pemilik atau pengendall
perkara (master of procedura), yang berwenang menentukan jalannys sualu parkar
termasuk menentukan apakah suatu perkara dapal atau Hdak dilimpahkan ke
pengadilan. Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagal Penuntut Umum Tertinggl Negara
berwenang untuk menetapkan serta mangendalikan kebijakan penegakan hukum dan
keadilan, serta mengefekiifcan penegekan hukum yang diberikan oleh Undang-
Undang. Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antars aturan
hiskum yang berlaku (rechimatigheid) dan intrepretasi yang bartumpu pada tujuan atay
asas kemanfaatan (doelmatigheid) dalam proses peradilan pidana.

Kiprah Kejaksaan fidak ferbalas pada hidang hukum pidana;, melsinkan
terlibat dalam berbagai dimensi hukum sepert hukum perdata dan tata usaha negara
melalui fungsi Jeksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagal bagian dari
Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan di bidang
pemiufihan asel, kesshatan yulisial, memberkan pertimbangan hukum kepada
Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan keteriban dan
ketentraman umum sarta memiliki barbagal kewenangan lain yang diatur aleh undang-
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undang. Okeh karena itu, Kejaksaan diakul sabagal wajah pemerintah datam bidang
penegakan hukum di indonesia, mengingal posisinyga yang sangatl sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan senantiasa
mengarahkan diri pada usaha uniuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukiing
pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sekior hukum. Uniuk mencapai
tujuan tersebut, semua program kera Kejaksasn didasarkan pada sasaran siralegis,
tujuan, dan target Kinera yang tedah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan,
Penatapan inl mengacu pada berbagai dokumen persncanaan sepertl Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana
Strategis (Rensira) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Rencana Kera
Famarintah (RKKF) Tahun 2023, termasuk Sustainable Development Goals.

Pada periode ke-2 (kedua) masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo,
institusi Kejaksaan telah bartransformasi menjadi institusi panegak hukum yang paling
dipercaya nleh masyarskat Berbagai program yang berorientasi pada penegakan
hukum yang humanis antara lain malalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana
diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan
hukum yang berorentasli pemulihan di fengah masyarakal Penyelesaian perkara
pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarian terdakwa
darl stigmatisasi pamidanaan, melainksn juga berkurangnya beban keuangan negars
dalam menanggung biava pembinaan narapidana, dipulihkannya kerugian korban
tindak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat
tetap mencari nafikah untuk menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagal perkara findak pidana
kamipsl dalam skala besar vang menunjukkan kepada masyarakal Komitmen
Pemeriniah yang tegas dan lidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan
korupsi. Di samping itu, kebarhasilan Kejaksaan dalam memulihkan kauangan negam
sebagai akibal tindak pidana korupsi telsh berperan lerhadap kembalinga keuangan
negara sahingga dapat dlﬁmﬂﬁn untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan
kesejghteraan rakyat. Selurub kinera tersebut di atas telah menunjukkan Kontribusi
nyata penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia terhadap program
Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan
pembangunan nasonal

Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap Kinerjs Kejaksaan tercermin

dari hasil surved Indikator Politik Indonesia. Survei tersabiit menempaticen Kejakssan
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sebagal lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat. Pada tahun
2023, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan mencapai titik terfinggl datam 9
tahun terakhir, mencapal 81,2 persen. Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari
masyarakal terhadap kinera dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya
sebagal lembags pemearintahan yang melaksanakan kekussaan negara di bidang
panuntutan,

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kefaksaan Rl ini disusun sebagai
upaya Kejaksaan Ri untuk mempertangaungiawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
selama tahun 2023, Penyusunan LEJIP mempedomani Peraturan Pemernintah Namor
8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden MNomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilites Kinedqa
instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tantang

Petunjuk Teknis Pasjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinarja
Instansi Pamerintah.

LKJIP ini diharapkan tidak kanya cebagai sebuah kewajiban akuntabllitas
kinerja, tetapl juga sebagai instrumen kontrol yang dapal menjadi sarana panting untuk
menerima umpan balik yang konstruktil darl para pamanghu kepentingan, sehingga
Kejaksaan Rl dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam manjawab
pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan |aporan menjad| buldl dari
komitmen Keiaksaan RI untuk mematuhi peraluran-peraturan terkat pelaporan
keuangan dan kinera Instansi pemaerintah, yang pada akhimya memberikan fondas
yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugssnya.
Dengan demikian, Kepaksaan Rl menegaskan tekadnys untuk terus menjadi lambaga
yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarli dalam pembangunan
dan panegakan hukum di Indonesia.

. TUGAS DAN WEWENANG

Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuatan
kehakiman yang melaksanakan kekussaan negara di bidang penuniutan serta
kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejsksaan memiiki paran santral
dalam penegakan hukum balk di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara,
pemulihan asset, memberkan perfimbangan hukum kepada Presiden dan Pemernntah
maupun tugas-tugas yeng berkatan dengan ketertiban dan ketentraman umum sarta
Intelljan panagakan hukum. Di samping itu, lerdapal pula kewenangan Khusus yang
dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggl dan Pengacam
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Negara, antars lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta
mangefekiifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang:

Kewenangan Kejaksaan berdasarkan UL No. 16 Tahun 2004 jo UL No. 11 Tahun 2021

Bidang Fidana (Psl 30 ay 1)

Melakukan/malaksanakan:

1. Panuntutan perkara pidsns

2 Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum istap

3. Pengawasan thd pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana
pangawasan & keputusan lepas bersyaral

4. Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU

5 Pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas parkara terientu

Bidang Perdata dan TUN (Psi 30 ay 2)

Kejaksaan dangan kusse khusus dapat beriindak balk di dalam maupun di luar
pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemernintah

Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Psl 30 ay 3)

1, Peningkatan kesadaran masyarakat,

2. Pengarmanan kebijakan penegakan hukum;

3. Pengawasan peredaran barang cetakan,

4, Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan
negara;

5, Pencegahan penyalahgunaan dan/atay penodaan agama;

6. Penelitian dan pengembangan hukum sarta statestik kriminal,

Pertimbangan Hikum (Psl 34)
Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden
dan instansi pemeriniah lainaya.

Pemulihan Aset (Psl 304)

Dalam pemulinan aset, Kojaksaan berwenang melakukan kegialan penelusuran,
perampasan, dan pangembalian aset pamishan tindak pidana dan aset lainnya kepada
negara, korhan, atau yang berhak
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menyatanggarakan fungsl penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk
kepentingan penegakan hukum,

menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan
pembangunan;

melakukan kerja sama inlelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen
danfatau penyelenggama intefijen negara lainnya, di dalam maupun di luar nager;
malaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme.

Melaksanakan pengawasan multimedia.

Lain-Lain (Ps! 30C)

1

=]

. melaksanakan kegistan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan akan

pengawasan multimedia,

. tunut serta dan aktif dalam pencarian kehenaran atas perkara pelanggaran hak asasi

manusia yang berat dan konfiik sosial tententu demi terwujudnya keaditan.

. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang mslibatkan saksi dan

korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.

. malakukan mediasi penal, melakukan sita exsekusl unluk pembayaran pidana

denda dan pidana penggant| serla restitusi.

. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang sda

atau tidaknys dugaan palanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam
perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas parmintaan instansi yang
barwanang;

. manjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang

pubiik lainnya sebagaimana distur dalam Undang-Undang;

. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan vang pengganti;
. mengajukan peninjauan Kembali,
. melakukan penyadapan berdasarksn Undang-Undang khusus yang meangatur

mengenai panyadapan dan manyelenggarakan pusal pemantauan di bidang
tindak pidana

GQanun & Otsus (Psf 39)
Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur datam:

Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenal
Pemerintah Acah,
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b.  Peraturan Dasrah Khusus Provinsi Papua sebagaimana digtur dalam Undang-
Undang yang mengatur mengenal otonomi khusds Papua, sesual dengan
ketentuan peraturan perundang.

Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004

jo UU No. 11 Tahun 2021

Pel 18 (2) dengan kussa khusus ataupun karena kedudukan dan j[abatannya
bertindak sebagal Jaksa Pengacara Negara, dl bidang perdata dan tata
usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, balk
di datam maupun di luar pengadilan unfuk dan atas nama negara alau
pemenntahan, maupun kepentingan umum,

bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang hukum dan/atau menter lain yang ditunjuk okeh Presiden dapat
menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Kaonstitusi.

Psl 18 (3)

Psl 35 (1)

manetapkan serta mengandalikan kebiakan penegakan hukum dan
keaditan dalam ruang lingkup ugas dan wewenang Kajaksaan;

. mengelektifian pensgakan hiukum yang diberikan oleh Undang-

Undang;
mengasampingkan perkarn demi kepentingan umrm;

. mengajukan kasasi deml kKepentingan hukum kepada Mahkamah

Agung dalam lingkup peradiian umum, peradian tata usaha negara,
peradilan agarna, dan peraditan militer:;

. dapsl mengajukan pedimbangan teknis hukubm kepada Mahkamah

Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam fingkup peradilan umum,
peradilan ts1a usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militar,
mencegah atau menangkal orang terentu untuk masuk atsu keluar
witayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya
dalamn perkara pidana sesual dengan  kelentuan peraturan
parundang-undangan;

mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyeildikan,
panyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama
aleh orang yang lunduk pada peradilan umum dan peradiian militer,

. sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan

pengadilsn yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara
tindak pidana palanggaran hak asasi manusia yang barat;
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mandelagasikan sebaglan kewenangan Penuntutan kepada Oditur
Jenderal untuk malakukan Penuntutan;

. mandelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada

Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan;

. menanganl tindak pidana yang menyebabkan keruglan

parekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam
tindak pidana ekonomi bardasarkan peraturan perundang-undangan

Pl 36 {1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangks atat terdakws unfuk

Psl 38

bermbal atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam neger, kecuall
dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau ferdakwe untuk
berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negen, kecuall
dalam keadaan tertentu dapat dilskukan perawatan di luar negen.

Di tingkat pravinsl, penyslenggaraan tugas dan fungst Kejaksaan dilaksanakan
oieh Kejaksaan Tinggi dengan daerah hukum meliputi witayah provinsi yang
bersangkutan. Struktur organisasi Kejaksaan Tinggi lerdin dari Kepaia Kejaksaan
Tinggi (Eselon lia) dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggl (Eselon || b} selaku unsur
Fimpinan sara unsur pembaniu Pimpinan yang terdin dar Asisten Bidang Pembinaan,
Asisten Bidang Intelijen, Asisten Bidang Tindak Pidana Umum, Asistan Bidang Tindak
Pidana Khusus, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Asisten Bidang
Pengawasan (Eselon Il] &), Kepala Bagian Tata Usaha dan Koordinator (Eselon Il b)
dan Asisten Pidana Milter (pada 20 Kejaksaan Tinggl.
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Jumiah Pegawal Kejaksaan Negerl Lampugn Wama sebanysk 55 Pegawal,
dengan komposisi Jaksa sebanyak 22 orang. Non Jeksa ssbanysk 34 orang.

Grafik 1
Pegawnl Kejaksaan Negeri Lampung Utara

Hiakss @ P lasis

C. I5U STRATEGIS

Tahun 2024 merupaksn tahun kelima pefaksanaan Hencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasiopal (RPIMN) Tahun 2020-2024, Sasaran pembangunan
jangka menengah 2020-2024 yang telah difetspken cleh Pemenntah berdesarcan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Momer 18 Tahun 2020 lentang Rencana
Pambangunan Jangka Menengan Nasconal Tabun 2020-2024 adalah mewgudaan
masyarakal Indonesia yang mander, maju, add, dan makmur melalul percepatan
pembangunan dl berbagal bideng dengan menekankan lerbangunys strukiur
parokonomian yang kokoh berdesarkan keunggulan kompetitil di berbagal witayah
yang i dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal
tarmenyl segusi dengan pengarusutamaan Sustainable Development Goails (SDGs)
yang dijabarkan dalam 17 Tujuen Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beseda
indikatormya lalah menjadl bagian yang tdak terpisshkan dalam 7 agenda
pambangunan indonseis ke dapan.
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Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kera
Pemerintah Tahun 2024, Dokumen RKP tahun 2024 memual hasil evaluasi
pencapaian Prioritas Nasicnal (PN) RKP 2024, rancangan kerangka ekonomi maki,
arah pengembangan wilayah, pendansan pembangunan, prioftas pembangunan
nasional, pembangunan bidang, sera kaldah palaksanaan. Tema pembangunan tahun
2024 adalah “Mempercepat transformasi eokonomi yang inkiusif dan
berkelanjufan”™ yang ditujukan untuk menjega kebedanjutan pencapaian hasil-hasi
pembangunan REJMN 2015-2018 dan optimalisasi pamanfaatan sumber daya dalam
rangka pelaksanasn RPJMN 2020-2024, maka Kejaksaan Republk Indonesia
menyusun FRenja Kejaksaan Tahun 2024 sebagai Gndak lanjul Pelaksanaan
Implementasi Rencana Kerja Pemerntah Tahun 2024,

Selanjutnya dokumen Renja Kejaksaan Tahun 2024 memuat arsh
pembangunan Kajaksaan Republik Indonesia yang diselaraskan dengan arah
kebfakan pambangunan nasional, Prioritas Nasional Kejaksaan Republik Indonesia
fahun 2024, Priortas Bidang. Adapun Tema Pembangunan Kejaksaan Republik
Indonesia Tahun 2024 yaitu “Meletakkan fondasi Transformasi Penegakan Hukum
Modern Menuju Indonesia Emas 2045 * dan upaya menjaga kesinambungan
pelaksanaan Perencanaan Kineija dan Anggaran yang terencana dan aistemalis yang
dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kera (Satker) di lingkungan Kejaksaan Republik
Indonesia, dengan mamanfaatkan berbagal sumber daya yang tersedia secara
optimal, efisien, efekiif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategl pencapaian Tujuan
dan Sasaran Kejaksaan Republik indonesia Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh
Badan Perencanaan Pembangunan Masional {Bappenas) yang lerkail dengan tugas
dan fungsi Kejaksaan Ri adalah PN ke (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi
kesanjangan dan menjamin pemerataan, (3) yaitu Meningkalkan sumber daya manusia
barkuaitas dan berdaya saing dan (7) Memperkual stabilitas politik, hukum,
pertahanan dan keamanan dan transformasi petayanan publik yang dijabarkan ke
dalam Program Prioritas vaitu:

1. Kansolidasi Demokrasi;

2 Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;

3 Penegakan Hukum Nasional;

4 Ralormasi Birokragi dan Tata Kelola: dan
. Menjaga Stabilifas Keamanan Masional




e TR & 4> bangga
¥ BerAKHLAK melayani
V =g R bangsa

Kejaksaan Republik Indonesia Iielah menerapkan Redesain Sistem
Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 {dua) Program utama yang akan
dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit eselon | dan jajarannys. Kedua program tersebut
mencakup:

1. Program Dukungan Manajamen; dan

? Program Penegakan dan Pelavanan Hukem

Rancangan Program Prontas yang terkalt dengan tugas dan fungsi Kejaksaan
Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dafam Kegiatan Prioritas dan yang telah
disapakati dalam Peremuan Tnilateral Meefing antara Badan Parancanaan
Pembangunan MNasional, Kejaksaan Republk |ndonesia dan Direkiorat Jenderal
Anggaran Kementerian Kauangan yadtu:

1. Program Dukungan Manajemen:

a: Feremagsan dan Peningkatan Ferangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus
Tahap I
b. Penanganan dan Pamyelesalan Pemulihan Aset yang Tarkail Perkara;

¢. Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijlen Pemantauan Serangan Siber dan
Pusat Data Security Oparation Center (SOC) TA 2024,

d. Pendiclikan dan Petatihan Terpadu Sistemn Peradilan Pidana Anak (SPPA),

g, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Rastorative Justice:

f. Pendidikan dan Peiatihan Terpadu Pamulihan Aset;

g. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Tarorisme;

h. Peradilan yang Fair (Fair Tnal) Bagi Penyandang Disabiltas yang Berhadapan
dengan Hukum,

I Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Narkotika dan Zat Adikiif,

j. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:

a  Panyulohan Hukum di Kejaksaan TingpifKejaksaan NegerifCabanp Keisksaan
Neger;

b. Penanganan Perkara Siber,

Penguatan Program Restoratif Justice Markotika dan Pembangunan Balai

Rahabiltas Adhyaksa,

d. Bimbingan Teknis Penunlut Umum Sebagai Medialor Penal Umum dalam
Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoraif;

a5
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®. RBimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas lakea Dalam Penanganan Perkara
Tindak Pidana Kekerasan Seksual Optimalisasi penerapan Undang-Lindang
MNomor 12 Tahun 2022,

f. Dukungan Peningkatan Kapasitas Jaksa Dalam Penanganan Parkara Lingkungan
Hidup

Sebagai perwujudan arah kebijakan dan stralegi nasional maka arah kebjjakan
dan simiegl Kejaksaan yang merupakan sarangkaian upaya dari Kefaksaan uniuk
mencapal tujuan dan sasaran telah ditetapkan pada Renja Kejaksaan Tahun 2024, Hal
ini sebagaimana telah disampaikan cleh Jaksa Agung dalam penutupan Rapat Keria
Masional Kejaksaan Tahun 2023, yaitu
1. Laksanakan penegakan hukum integral yang menempatkan kebiakan penegakan
hukum sebagal satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional.

2. Hadirkan penegakan hukum yang berandaskan hati nurani uniuk lerwujudnya
keadilan substantil.

3. Tingkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan bndak pidana
pencucian uang datam rangka meningkatian indeks persapsi korupsi

4. Percepat penyelesalan perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang
berat sacara tuntas dan adil sesual dengan ketentuan yang berlaku.

5. Tingkatkan sistem pangawasan intermnal menuju sumber daya manusia Kejakssan
yang profesional dan berintegritas.

B Tingkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan kinera dan strateq
komunikasi hukum yang adaphf, inovatif dan kolaboratif.

7. Tingkatkan kredibiiitas akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan dan maturitas
sistem pengendalian internal pemenntah.

Pada tahun 2023, Jaksa Agung telah menetapkan 7 Perintah Harian untuk
dipedomani oleh saluan kerja dan Insan Adhayaksa di seluruh Indonesia, yaitu

1. Akivallsasi Pola Hidup yang merefleksikan nilai Trl Krama Adhyaksa baik dalam
pelaksanaan tugas maupun bersosialisas) di tengah masyarakat,

2. Tingkatkan kepekasn sosil, berinteraksi dan berkomunikasi dengan masysrakat
dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang sera kehidupan bermasyamkal

3. Wujudkan kesatuan pole anshsis yundis yang terstrukiur dan terukur dalam setiap
penyelesaian pananganan perkara;
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4. Laksanakan penegakan hukum dan penyelesaian perkara secara prosedural dan
turnias;

5. Perkuat kemampuan manajerial dan administrasl sebagal sarana pendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan;

6. Oplimalkan sinergi antar bidang guna mewujudkan keberhasilan capaian instifusi;

7. Jaga netralitas personil datam menyongsong pemilu serentak tahun 2024,

Lebih lanjul, mengoptimalkan pelaksanaan lugas dan  kewanangan
sabagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Momor 11 Tabun 2021 tantang
Perubghan #tas Undang-Undang Nomor 16 Tehun 2004 tenteng Kejgksasn Republik
Indonesia, Kejaksaan Rl lelah menetapkan 6 (enam) lujusn yang akan dicapal dalam &
(tima) ahun ke depan, yaitu sebagai barikul:

1. Maningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SOM) Aparatur Kejaksaan Rl

2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan Rl dan Integnitas Aparatur Kejaksasn R,

3 Meningkatnya Peran Kejaksaan Rl dalam Upaya Pencagahan Tindak Pidana Korupsi

4 Meningkatnya Optimahsasi Kinarja Aparatur Kejeksaan Rl dalam Penanganan Perkara
Tindak Pidana

5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara,

& Meningkatnya Kualitas Kinerja Kajaksaan RI Berbasks Teknologi Informasi (T1)

Berdasarkan hal-hal tersebut di ates, maka isu-isu strategis dalam palaksanaan

kewsnangan, lugas dan fungsi sera program kerja Kejaksaan R di tshun 2023, dapat
diuraikan sebagai berikut

1. Profesionalitas Aparatur Kejsksazn RI

Pemarintah teiah menstapkan pembangunan sumbar days manusia yang
berkuslitas dan berdaya saing sebagal salgh satu prioritas dalam Rencans
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024. Menyadari
bahwa sumber dava manusia merupakan asel utema yang mendukung kKinerja
organksasi, bahkan dapal dikatakan sebagal pendorong ulama kesuksesannya. Dalam
konteks ini, investasi dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusks
mianjadi kunci dalam mencapal tujuan pambangunan nashonal yang barkelanjutan.

Sebagal pendukung uwiama pelaksansan lugas Kejaksaan, klasifikast
kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi wtarma yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan Fungsional
Lain dan 3) Fungsional Umum. Disemping jebatan fungsional Jakss yang
melaksanakan tugas berdasarkan Wewenangan yang melekal padenya di bidang
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pidana, pardata dan TUN. keamanan dan ketedtiban umum serta kewenangan lainnya
yang diberikan cleh Undang-Undang. lerdapat pula keberadaan jebatan lungsional
Isinnya sesual kebutuhan pengembangan organisas! Kejaksaan, antara lain jabatan
fungsional perancana, jabatan fungsionat dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan
fungsional Sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya.

Sementara itu, datam rangka Menyusun kebutuhan ides! sumber daya manusis
(SDM) Kejaksaan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Momor 38 Tahun 2022
tentang Peta Jabatan pada Kejaksaan R telah ditetapkan jumiah kebutuhan pegawai
baik Jaksa maupun Non Jaksa berdasarkan uji petik dari B satuan kerja Eselon | di
iingkungan Kajaksaan Agung, 11 satuan kedga Kejaksaan Tingg dan 11 satuan kerja
Kejaksaan Megerl, yang dilaksanakan pada tahun 2021, Berdasarkan ufl petik
dimaksud dapal digambarkan bahwa tingkal pemenuhan dan penyebaran jumilah
Jaksa baru sebesar 50% (lima puluh persenj dar kebutuhan satuan kerja Kejaksaan di
aeluruh Indonesia, sedangkan berdasarkan uji petik tidak ada satuan kerja dengan
jumiah SOM Non Jaksea yang telah sesuai dengan kebutuhan,

Selanjuinya upaya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai Kejaksaan
juge tidak dapal dilepaskan dari pengembangan kompelensl melalui penyelenggarsan
pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendin bagl institusi
Kajaksaan dengan sebanyak Z8.075 orang pegawai vang tersebar pada 548 (lIima
ralus empat puluh enam) satuan kerja balk pusat maupun daerah.

Mengingat Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
PN3 dsebutkan bahwa Pangembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakuan paling
sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, Dengan ferbatasnya
anggaran pendidikan maupun pelatinan, maka perfu adanya metode pengembangan
kompetensi yang efektif. Dimana kegiatan ini aken manyusun metode pelatihan yang
dapat difalankan oleh seluruh satuan kerja, misalnya coaching, mentoring dan
pendampingan

Mengacy pada Pasal 203 ayst (4) dalam Pemturan Pamerintah Nomor 11
Tahun 2017 lentang Manajemen Pegawsi Negen Sipil (PNS) menagaskan bahwa
setiap PNS wajib menglkuti pengembangan kompetensi selama minimal 20 jam
pelatinan dalam satu mhun. Namun, dengan keterbatasan anggaran untuk pendidikan
dan pelatihan, diperlukan metode pengembangan kompetensi yang efektlf. Oleh
kargna itu, diperiukan penyusunan matode pelatihan yang dapat dimplementasikan
oleh seliruh satuan kerja, seperli coaching, mentoring, dan pendampingan. Meatode-
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metode inl ditarspkan dapat menjadi alternatif yang memungkinkan PNS uniuk terus
mengembangkan keterampilan dan pengstahuan meraka

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejahsaan RL

Akuniabilitas dan integritas merupakan kunci peningkatan kepercayaan publik
terhadap instansi pamerintah, termasuk Kejaksaan. Masih rendahnya  linghkat
kepercay=an publik merupakan masalah yang sudah lama dihadepl cleh lembaga
penegak hukum di Indonesia. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya dukungan
masyarakat terhadap berbagal program dan dinamika penagakan hukum yang sadang
berlangsung sast ini. Oleh karena MHu peningkatan akurisbiitas dan upaya
meningkatkan integritas dalam setiap aspek kinerja menjadi sangat pantng untuk
memperbaiki citra dan membangun kembali kepercayaan masyarakal lerhadap
lpmbaga penegak hukum lermasuk Kejaksaan.

Menurul Peraturan Presiden Nomor Nomor 28 Tahun 2014 lenlang Sistem
pkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan
kewajiban suatu  Instansi  pemerintah  uniuk mempertanggunglawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan
para pemangku kepentingan dalam rangka mencapal misl organisasl secara lenmur
dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinera instansi
pemarintah yang disusun secara periodik

Pembangunan sistermn  akuntabiiitas  kinerja menjadl salah satu prioritas
Kejaksaan Rl dalam rangka mempertanggungfawabkan amanat pensgakan hukum
yang diberikan cleh negara dan masyarakal. Dengan cakupan satuan kerja yang
meliputi 546 (lima ratus empat puluh enam) satker dan tersebar dari Sabang sampal
Merauka, maks metods pemantsuan dan evaluasi sers pelaporan  disadarl
membutuhkan dukungan sarana teknologl Informasi antara lain terkaft dengan Case
Managemeni Sysiem maupun pPemaniauan secam berkala lerkail capaian
keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga penyajian dala kepada Pemerintah,
masyarakat dan pemangku kepentingan lerkait dapat dilakukan secara real bime dan
akurat

Salama lima tahun terakhic. evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kejaksaan
Republik Indonesia telah mengakami peningkatan yang cukup, Dimulal dari perolahan
predikat “CC" pada tahun 2015, Hsjaksaan kemudian berhasil meninglkatkan performa
kinarjanya dan memperoleh predikat "B" pada tahun 2046, Prestasi lersabut berhasil
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diperiahankan hingga tahun 2023, meskipun dangan peningkatan yang tidak bagitu
mencolok Sebagai hasiinya, nilai evaluasi akuntabiltas kinerja Kejaksaan RI untuk
tahun 2022 tetap pada predikat "8 (Baik) dengan nilal 69,07 Hal in menunjukkan
komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan akuntabilitasnya secara konsisten salama
beberapa tahun terakhir.

Penilsian yang ditakukan Kementeran PAN dan RE tersebut menunjukkan
bahwa tingkat efekiivitas dan efisiensi penggunaaan anggaran dibandingkan dengan
capalan kinatanya, kualitas pembangunan budaya linerja birokrasi dan
penyelenggaraan pamerintahan yang beroriantasi pada hasil di Kejaksaan Republix
indonesia sudah menunjukksn hasil yang baik tetapi masih memeriukan beberapa
perbaikan kedopannya.

Dl lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudian melalul Sistem
Pengandalian Intern yang menurut Peraturan Pemarnintah Nomar 60 Tahun 2008
tentang SPIP didefinislkan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan
yang dilakukan secara terus manerus cleh pimpinan dan seluruh pegawal unfuk
memberikan keyakinan memadai atas lercapainya tujuan crganisasi melalui kegiatan
yang efekiif dan sfisien, keandslan palaporan keuangan, pengamanan asel niegars,
dan ketaslan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 80 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lrma unsur, yaitu 1)
Unghkungan pengendaian 2) Penilaian risfko 3) Keglatan pengendalian 4) Informasi
dan komunikasi serta 5) Pamantauan pangendalian intern. Kalima unsur pengendalian
intern merupakan unsur yang terdalin eral salu dengan yang tminnya. Prosas
pengendalian menyatu pada tindsken dan kegiatan yang dilakukan secara lenus
menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawal.

Meningkatkan inlegritas juga dapat dilihat darl manurunnya laporan pengaduan
masyarakat terhedap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun
penyimpangan lainnya oleh Personil Kejaksaan

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya
kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka
gamakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparatur
nagara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesual dengan hukum, kode
otik sarta kepatutan yang beriaku di masyarakat. Dengan demiian, maka tingginya
pengaduan masyaraka dapat pula dilihat dari sisi positf sebagai bentuk kesadaran

akan hek dan peran serta masyarakat terkail fungsi pengawasan
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Marmun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat terssbut pefil unduk
dimbangi dengan kemampuan Aparalur Pengawasan Inlem  untuk  dapat
menindakianjuli laporan pengaduan yang masuk sesual dengan standar kecapatan,
obyektifitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapal dipertanggungjawabkan
akuntabiiitas dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

1. Peran Kajaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Dalam arah kebijakan poin pertama, Jaksa Agung RI menegaskan bahwa
penegakan hukum tidak hanya mengukur seberapa banyaknya perkara korupsi yang
ditangani. malainkan lebih barfakus pada upaya manciptakan lingkungan yang behar
darl korupsi, Penegakan hukum bukaniah sebuah industri yang keberhasilannya
ditentukan darl banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan huksm
dikntakan berhasil apablla tingkal kejahatan semakin menurun dan meningkatkan
kesadaran masyarakal untk mentaatl hukum. Sebagal salah satu sulbl slstem dalam
masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum tidakiah
dapal dipisahkan dari fujuan penyslenggarasn negara Hu sendirl, yalfty untuk
mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat Jumlah penanganan
perkara fidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran kebarhasfan upaya penagakan
hukurm.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakal
mamainkan parmnan yang penting dalam meniamin kebijakan hukum yang diambil olah
negara mampu mencapal sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat
Pencegahan berbicara lentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang
mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya
potensl penyimpangan, sedangkan peningkaian kazadaran hukum berbicam tEnEng
pembentukan pemahaman dan budaya hubum masyarakal untuk dapal bersedia
mentaali aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi
penegakan hukum represif dalam konleks ini adalah sebagal pagar batas akhir untuk
menfamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-
anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejsksaan Rl terdapat beberapa program
yang dapat dioptimalkan dalam rangks maningkatkan upaya pencagahan findak
pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pambangunarn strategis
dan operas| intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanagn
furigsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan
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penarangan hukum sefa  program-program peningkatan kesadaran  hukum
masyarakal seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, sara upaya
meningkatkan program Zona |ntearitas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih IMetayani di lingkungan intemal Kejaksaan

Keberadaan program-program tersebul d| ates diharapkan dapat lerus
ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagal bentuk peran
Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saaf
ini menjadi salah satu prioritas pemeriniah

4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana.

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tzhapan
penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan
pangadilan dan pambinaan bagl narapidana. Bari alur prosas terssbut di atas, dapat
dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisl yang strategis dalam sistam peradilan
pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi eejak tahap awal penanganan
perkara sampal dengan lahapan akhir yaity metaksanakan pulusan pengadilan yang
taksh berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan pensnganan perkara tindak pidana yang ditandal dengan
dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan
perkara balk bagi terdakwa, korban maupun masyarakat Namun demikian, datarm
prakteknya terdapal sejumiah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksilas
permasalahan terkail pelaksanaan pulusan dimaksud, antara |sin.
Kolerbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas
waktu penahanan lerhadap terdakwa telsh habis sebslum perkara berkekuatan
hukum tetap.

. Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya Putusan yang barkekuatan Pk
tetap kepada Jaksa Penuntut Umum.
Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun Putusan Pengadilan
yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memulus
perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat kelariambalan
pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuniut Umum
sehingga hal ini barpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak beritikad
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baik untuk metarkan diff guns manghindar dari pertanggungm@waban pidana
terhadap dirinya.

Puluzan Pengadilan yang diatuhkan tanpa kehadiran tardakwa (Pulusan In
Absentia) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak
pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka
diperiukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang
barpotensi telah melarkan din ke luar negeri.

Pulusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait findak pldana di Zona
Ekonami Ekelusif dimana Gdak mamungkinkan dilakukannya pemidanasn badan,
Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapal mendorang terdakwe
guna membayarkan pidana denda yang dijatubkan Pengadilan lerhadapnya,
khususnya dalam hal terdakwa marupakan Warga Negara Asing yang sudah
kamball ke nagara asalnya.

Splain aspek kepastian hukum terkail pelaksanaan putusan pengadilan yang
telah berkekustan hukum tetap tersebut, lerdapat aspirasi kuat dari masyarakat bahwa
proses penegakan hukum harus pula dapat memperhatikan rasa keadilan yang hidup
di masyarakat antara lain terkait dengan penerapan keadilan restoratil dalam rangka
memuliikan kesaimbangan antara aspek penghukuman dan pembinaan bagi palaku
tindak pidana dengan kerugian korban dan kepentingan masyarakat,

Sajurmiah kebijakan pensgakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan,
separii panyusunan peraturan Jaksa Agung RI Momor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntulan Berdasarkan Keadilan Resioratil, Pedoman 1 tahun 2021
tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak, Pedaman 11 tahun 2021 tentang
Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika,
serta Pagoman 18 (@hun 2021 tentang Penyelesalan Penanganan Periara Tindak
Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan
restoratil. adalah langkah-langhkah terobosan yang berfujuan wntisk meningkatkan
akses keadilan di Indonesia. Langkah-angkah tersebut merupskan respons atas
aspiras] masyarakal terhadap penegakan hukum yang mengedepankan hatl nurari,
dengan tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi juge memperhatikan
rasa keadilan dan manfaat yang dihasikan.
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5. Upaya Panyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung Ri, maka penanganan perkara
tidak hanys ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan. melainkan juga mendorong
penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami
oleh negara dapat diminimalisir dan di sisl lain menutup kesempatan bagi pelaku
kejahatan unluk menikmati hasil kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan
afek jera terutama bagi petaku tindak pidana korupsi

Dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan
kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, berdasarkan Peraturan Jaksa
Agung Republik Indonesia Nomor Per- DOB/A/IA//2014 tanggal 20 Maret 2014
Tentang Perubahan Atas Pematuran Jaksa Agung Republik Indonesia Nemor: PER-
noGSiA JAD1/2011 Temtang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
welah dibentuk Pusat Pemulinan Aset (PPA), PPA bertanggung jawab memastikan
teraksanakannya pemulinan asel di Indonesia . secara optimal dengan sistem
pemulihan aset terpadu (Integrated Asset Recovery System) secara efekiif, efisien,
transparan dan akuntabel

Dalam praklaknys upaya penyeiamatan dan pemulihan aset dalam proses
penegakan hukum merupakan sebuah tantangan tersendin mengingat membutuhlkan
proses yang saling terintegrasi mulai tahap penelusuran assl hasll kejahatan,
pengamanan nilal asal sampal dengan tahapan pemanfaatan aset balk melalul
mekanisme lelang, hibah, penetapan status pemanfaatan maupun bentuk |=innya
s@suai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang lamanya
proses penanganan perkara sampal dengan pulusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap menyebabkan berkurangnya nilal asel sehingga tdak lagi menarik minast
pembeli maupun belum dapat dilaksanakannya thapan pemanfaatan aset akibat
adanya gugatan dari pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.

6. Kinerja Kejaksaan R| Berbasis Teknologl Infarmasi (TI).
mnmammummlm“mmmmmm
pemanfaatan teknokogl informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah
merupekan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, kelerbukaan
informasi publikc dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada
masyarakat
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Teknologl Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan datam pemanntahan
atau yang disebul dengan e-govermen| mambual masyarakat semakin mudah dalam
mengakses kebijakan pamerintah sehingga program yang dirancangkan pemerintah
dapat berjalan dengan lancar. E-goverment juga dapal mendukung pengelolaan
pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatian komunikasi antara pemenntan
dangan masyarakal dan pemangku kepentingan terkail Masyarakal dapat memberi
masukan mengenal kebiakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat
memperbalkl kinerja pemerintah,

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfastan teknoiog Informasi diharapkan dapat
mempercepat proses kerja den koordingsi, mengingat data dapat disediakan 24 jsm
seharl. 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanys kantor. Informasi
dapat dicari dar kantor, rumah, lanpa harus secara fisik datsng ke kanior
pemarintahan. Penggunaan teknologi informasi dapal pula dimanfaatkan untuk
melakukan sinkronisasi data antara instansi pemenntahan dan lembaga terkait yang
sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan dala secara parsial dl masing-
masing instansl tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pamangku
kepentingan terkait,

Di tengsh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang
berjalan sangat pesat, Kejakssan mamiliki tantangan sendin untuk dapal menjalankan
tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Pananganan ribuan perkara dan
pengeloiaan lembaga yang tersebar di saluruh wilayah Indonesia membuluhkan
pemanfaatan TIK yang terkstola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang
membutubkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang lidak mudah. Walaupun
1elah terdapat barbagal inovasi yang dilakukan oleh masing satuan kerja terkait dengan
pemanfaatan teknologi informasi di satuan keranya, namun Inovasi tersebut masih
berdiri sendiri-sendiri dan lergantung inisiatf dari pimpinan satuan kefannya Hal
teresbut menyebabkan keberadaan berbagail aplikas yang telah dibentuk sering all
tidak lagi aktif seiiring dengan kepindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

Dalam mangks meningkatkan pemanfastan teknologi  informasi dalam
menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, maka telah disusun Roadmap
Pengembangan Teknologi Informasi Kejaksasn Rl tahun 2020-2024 di bawah
koordinas Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskeimt). Oleh
karena ftu dibutuhkan dukungan komitmen, biaya dan sumber daya manusia datam
rangka mewujudkan optimalisasi pemantaatan teknologi informasi secara lenntegras

di seluruh jajaran Kejaksaan Rl darl sabang sampai merauks.
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BAB 1l
PERENCANAAN KERJA
A RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA TAHUN 2020 - 2024

Rencana straiegis alau RENSTRA di bentuk dari Visi, Miest, Twuan, Kebijakan,
Program Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapal dalam kurun waktu
lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi InstansiLembaga RENSTRA
disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya
dijabarkan keglatan pembangunan yang berbentuk rumusan Wisl, Megi, Tujuan, Kebijakan,
Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Rencana Strategsi Kejaksaan Negeri Lampung Utara tetap mengacy kepada
Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020-2024. Sebagai acuan bagi
arah kshijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 {ima) tahun ke depan, telah
ditetapkan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024
bardasarkan Peraturan Kejaksasn Republk Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang
ditanda tangani pada tanggal 30 Juni 2020. Dalam Renstra tersabul, Kejaksaan Republik
indonesia menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sabagal berikut:

Visl

Kejaksaan Republik Indonesia yang Andal, Profesional. Inavalif dan barintegrifas daiam
pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden
dan Wakil Presiden. “Indonesia maju yang berdawlal, mandin, dan berkopribadian
beriandaskan gotong rayong”

1. Meningkathan kualitas Sumber Daya Manusia (SOM) Aparatur Kejaksaan R.1. (Misi
Presiden dan Wakd Presiden Nomar 1);

2 Meningkatkan Akuntabiitas Kajaksaan R 1 dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.1. (Misi
Presiden dan Wakil Prasiden Nomor 8],

3 Meningkatkan Peran Kejaksaan R dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidand
Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);

4. Meningkatian Ophmalisasi Kinega Aparatur Kejakssap FR.. dalam Penanganan
Perkara Tindak Pidana: (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);
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5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemuiihan Aset Negara, {Misi Presiden dan
Wakil Presiden Nomor 8, 7 dan 8);

6. Meningkatican Kualitasi Kinerfa Kefeksaan R.| Barbasis Teknologi Informag! (T1). (Misi
Presiden dan Wakl Presiden Nomor 1 dan 8);

B. SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG UTARA

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapal secara nyala oleh

Kemaenterian/Lambaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan olsh adanya
haeil sah atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi
tolak ukur yang dalam penyusunan strategl, Program dan Kegiatan beserta Indikator
Keberhasilannya

Sasaran Strategls Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara tahun 2020-2024

berpedoman dan mengacu pada Sasaran Strategis Kejaksaan R tahun 2020-2024
yang telah manetapkan Sasaran Strategis sabagal barikut:

Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan Rl dengan Indikator:
Parsentase aparatur Kejaksaan Rl yang memiliki sertifikat Kompentensi dan atau
keahlian);

Terwujudnyas Kejaksaan Rl yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan Rl yang
Berintegritas; {(Dengan |ndikalor; Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan Rl
Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan Ri, serta berkurangnya jumiah Aparatur
Kedaksaan Rl yang dijatuhkan hukuman disiplin),

Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, (Dengan Indikator
Parsaniase Kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi,
Meningkatnys Kebarhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana (Dengan
Indikator- Parsentase Penyelesaian Pekara Tindak Pidana Umum yang mempunysi
kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persaniase penyelesaian Perkara
Tindak Pidana Khusus yang mempunyal kekuatan hukum tetap dan talah
dieksekusi),

Meningkstnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (dengan Indikator
Persantase penyeiamatan dan pengembatian kerugian negara melalul jalur pidana
dan Perdata,

Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kefaksaan Rl berbasie Teknologl
Informasi sesuai (IT) Master Plan Kejakssan R| menstapkan sasaran siregis
dengan Indikator Persenise kegialan yang diselesailan sesuai dengan (IT)
Masterplan Kejaksaan Tahun 2020-2024
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Tabal 1
Rencana Strategsi Keksaan Negerl Lampung Utara Tahun 2020-2024

[NO. | SASASARAN STRATEGIS 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

1. | Terwujudnya Upaya Pencegahan
Tindak Pidana Korupsi. | |
iK1 | Persentiae Kegilan yang | 70 | 76 | 80 | B85 | 80
Mendukung Pencegahan Tindak
| Pdana Rorupel
2. | Maningkatnys Keharhasilan
Penyalesaian Tindak Pidana N
K21 | Persentase Penyelesaian | 90 | 92 | 85 | 97 | 99
Perkara Tindak Pidana Umum
yang momparish  Kekuatan
| HukumTetapndan diehsakus!
| IK 22 | Persentase Penyelersaian | 70 | 75 | 80 | 85 | 80
Parkara Tindak Pidana Khisus
yang memperolah  Keuatan
Hukum fetap dan disksekisi
4. | Meningkainya Pengembalian Aset dan
Keruglan Negar, =
ami‘[pﬂmpmmam 76 | 78 | B0 | 82 | 05
Pengembalinn Kerugian Neagar
Melalul jakur Pladana
K37 | Persentase Denysiamatan dan| 78 | 70 | B0 | B2 | 85
pengembalian Kernegian Negara
melalu falur Pordata |

C. POHON KINERJA

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kejaksaan R.|. tersebul di atas, maka
bardasarkan Pedoman Nomor 15 Tahun 2021 telah ditetapkan Indikator Kinera
Kejaksaan R |. Tahun 2020-2024 berupa panjabaran sasaran sirategis Kejaksaan .| ke
dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh Saluan Kerja Ession L

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disusun pohon kinera
Kejaksaan Negeri sebagal berikut:




(3 e g
V gy Mngsunl
Sasaran Stratogis 1

Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1:
Persantase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tipikor
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Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya Keberhasilan Penyeiesaian Perkara Tindak Pidana

Indikator Kinarja Sasaran Strategis:
|

i
l
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